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PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Lss

~r

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LASUSUA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang
Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:
PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tontonge, 04 Mei 1999, agama

Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XxxX XXXXX XXXXXX,

bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA,

SULAWESI TENGGARA, dengan domisili elektronik pada

email ntikasari721@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;
Lawan:
Hamril bin Nuru Baba, tempat dan tanggal lahir Bulu Tanah, 17
Agustus 1992, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
XXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, SULAWESI
SELATAN, selajutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Februari 2024
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua Nomor
57/Pdt.G/2024/PA.Lss, tanggal 20 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 15 September 2021, Penggugat dengan
Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxX, Kabupaten
Bone sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor
207/08/1X/2021, bertanggal 16 September 2021;
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2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Janda sedangkan
Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama
sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua
Penggugat di Desa Tonronge, Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXX,
Provinsi XxXxxxxxx Xxxxxxx, selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan atau
sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak
yang bernamaAfif bin Hamril, Tempat/Tanggal lahir: Tontonge, 03 Februari
2022, umur 2 (dua) tahun, Pendidikan belum sekolah, Agama Islam dan
saat ini anak tersebut ikut bersama Tergugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan september tahun 2022
antara Penggugat dan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran
yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya
menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
pada intinya disebabkan oleh Tergugat melukai batin Penggugat dengan
perkataaan-perkataan yang kasar;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan
Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2022, yaitu saat mana
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di
XXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXX,
Provinsi XXxxXxxX XXXxXxxXX, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat
berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan
kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas
Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali
bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa
yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi
persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
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Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana surat
keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 150/KMA/HK.05/5/2019 tentang lzin
Sidang dengan Hakim Tunggal;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan
(relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut
disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;

Bahwa pada persidangan pertama Hakim Tunggal telah berusaha
menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat,
tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalii gugatannya untuk bercerai dengan
Tergugat. Kemudian pada persidangan selanjutnya Majelis Hakim kembali
menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, dan terhadap
upaya perdamaian tersebut Penggugat menyatakan akan rukun kembali
sebagai suami istri dengan Tergugat dan selanjutnya menyatakan mencabut
gugatannya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses
pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi
dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
penetapan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal
sebagaimana surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
150/KMA/HK.05/5/2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan
berdasarkan relaas panggilan Tergugat yang dibacakan di persidangan,
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang
sah;

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan
keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, Hakim Tunggal telah berusaha
menasehati Penggugat, dan atas nasehat tersebut Penggugat mengurungkan
niatnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berniat untuk
mengurungkan niatnya untuk bercerai maka Penggugat menyatakan mencabut
gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini
belum masuk pada tahapan pemeriksaan materi pokok perkara, serta untuk
menciptakan proses persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan, sehingga
Hakim Tunggal berpendapat permohonan pencabutan tersebut dapat
dikabulkan;

Biaya Perkara
Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan

setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam

perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
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tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam
perkara Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Lss;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lasusua, untuk mencatat
pencabutan tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp 213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam siding Hakim Tunggal Pengadilan Agama
Lasusua pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan
tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Akbarudin AM, S.H.l., M.H. sebagai
Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh M.
Arafah, S.H.l sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Akbarudin AM, S.H.l., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Arafah, S.H.I
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Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- ATK Perkara :Rp 75.000,00
- Panggilan :Rp 68.000,00
- PNBP 'Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000.00
Jumlah :Rp  213.000,00
(dua ratus tiga belas ribu rupiah).
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